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ABSTRAK

Yuliana.Akad ljarah dalam Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Di Pegadaian
Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) (dibimbing oleh H. Rahman
Ambo Masse dan Abdul Hamid)

Pegadaian syariah Pinrang adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi
dalam hal gadai dengan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dengan adanya produk
ARRUM BPKB ini diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha
mikro nasabah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad ijarah, penentuan biaya
pemeliharaan serta analisis hukum ekonomi Islam dalam produk ARRUM BPKB
pada Pegadaian Syariah Pinrang. Penelitian ‘ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan mengumpulkan data
primer digunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi_kepustakaan. Adapun
teknik analisis data yang digunakan yaitu secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan akad ijarah dalam produk
ARRUM BPKB meliputi jumlah‘pinjaman dan tujuan, jangka waktu, tarif mu’nah
(biaya pemeliharaan), biaya-biaya, “Jaminan pelunasan pinjaman, pemeliharaan
marhun, pembayaran, ta’widh (ganti rugi), cidera janji, larangan, force majeur,
eksekusl, masa berlaku, penyelesaian perselisihan serta penyerahan piutang kepada
pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN MUI dan KUH Perdata ketentuan akad ijarah
dalam akad perjanjian ARRUM BPKB telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam..
2) biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai taksiran kendaraan sesuai dengan
akad ijarah. Hukum ekonomi Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-
MUI/I11/2008 Tentang Rahn Tasjily mengenai penentuan biaya pemeliharaan pada
produk ARRUM BPKB berdasarkan akad ijarah telah sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Akad ljarah, ARRUM BPKB, Biaya Pemeliharaan, Hukum ekonomi
Islam.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian sebagai Badan Usaha yang mempunyai tugas dan

wewenang untuk menyele aha yang menyalurkan uang
50-1160, Pandhuise No.
U menyediakan pelayanan
kan prinsip
a Masalah”

ang relatif

ndonesia dalam bentuk : riah dengan
entuk Unit Layanan Ga

t bisnis man dari usaha

onal. Pegadaian s iri di engan nama

Gadai Syaria i i i nuari tahun

015 jumlapﬁ naE/PnnlE6ll outle onesia yang

pada prinsip
syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik

seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang

Frianto Pandia Dkk, Lembaga Keuangan, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 70.
2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 393.
3Suara.com, Pegadaian Syariah Tambah Produk, blog.www.Suara.com, (21 Maret 2018).
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sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan
bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai
syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-

MUI No. 25/DSN-MUI/IIN/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang

menyatakan bahwa pinjaman dengar ggadaikan barang sebagai jaminan utang

dalam bentuk rahn diperbole MUI No. 26/DSN-MUI/111/2002

tentang gadai emas. dalam aspek ke n tetap menginduk kepada
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10
aluran uang
mudah dan
bangkan usaha yang d pemerintah
dan mas ah adanya pegadaian g

an pegadaian syariah ad tan dari Ar-

ecil yang merupakan pem n bag

nsip syariah. aian syariah

Ki produk A U PKB dimana

ari produk i memenuhi

PAREPARE

. kelayakan

keunggulan
ewaktu-waktu,

pelayanan yang cepat dan mudah, danpihak pegadaian hanya menyimpan BPKB

4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 388-389.
5llmu Dasar, Pegadaian Syariah, blog.www.llmu Dasar.com (26 April 2018).
SAndri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 400.
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kendaraan sedangkan fisik kendaraan masih digunakan nasabah untuk membantu
kegiatan usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan nasabah.
Pegadaian syariah Pinrang mengenakan biaya pemeliharaan (mu’nah) berdasarkan

taksiran kendaraan. Padahal dalam akad ijarah biaya pemeliharaan itu berdasarkan

pengeluaran yang riil dan beban lainn isi lain ada biaya tambahan berupa biaya

asuransi  kendaraan tunggakan angsuran yang
berkepanjangan yang nilik barang). Berdasarkan

hal tersebut peneliti merase i penelitian terhadap akad ijarah

masalah di atas. Mak yang dibuat
BPKB di

1.2.2 n ARRUM

131 RUM BPKB

1.3.2 Untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan  produk pembiayaan

ARRUM BPKB di pegadaian syariah Pinrang.
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1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Menambah referensi karya ilmiah serta sebagai bahan studi penelitian lebih
lanjut tentang akad ijarah dalam produk ARRUM BPKB.

1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran. dalam rangka memperkaya pengetahuan

tentang ekonomi Islam, g berkaitan dengan produk ARRUM

BPKB di pegadaian

1.4.3 Untuk menal asan penulis denga ikasikan teori-teori

jalani kuli

13l

PAREPARE
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap implementasi a dalam produk pembiayaan ARRUM

BPKB perlu dilakukan kaji ang sudah ada sebelumnya. Ada
alam Pengajuan ARRUM
Bankinang

Dermohonan

ngkapi persyaratan pe melakukan

abah dengan aspek 5C ter, ty, Capital,

elakukan analisis kela ha n: dan menilai

imiliki nasabah yaitu BP tor/ an menurut
gan prinsip s !
Objek p : abah dalam pengaj RRUM pada

perum i enggunakan 2 penelitian

E yang dip

kemudian

enggunakan

"Wirdatul Jannah, Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan ARRUM, blog. Repository.iun.ac.id, (20 Juni
2017).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni objek dan metodologi
penelitiannya serta fokus penelitian yaitu implementasi akad ijarah dalam produk
ARRUM BPKB .

Fina Safinatul Ummah (2017) Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam

Meningkatkan Usaha Mikro Nasa aian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Hasil penelitian yaitu pe di Pegadaian Syariah Kantor

Cabang Sidoarjo berj baik sama tercantum dalam Fatwa

DSN-MUI No. 2 UI/111/2002. Namun enentukan tarif ujrah

BPKB dapat meningk ha

dari 20 BPKB Pegadaian Sy ntor g Sidoarjo

enaikan laba, 25% tida lami an laba, dan

ang mereka peroleh mus Dari peningkatan

20 nasaba ami kenaikal 40% tidak

aikan, 20% t yawan. Dan terdap:

pat usaha.®

dana pembiay

N terdahtpnun?EMRaE meningk saha mikro
k;

enggunakan

8Fina Safinatul Ummah, Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan
Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, blog.digilib.uinsby.acid, (04
Maret 2018).
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu
terdapat pada objek dan metodologi penelitian serta fokus penelitian terhadap
implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan ARRUM BPKB.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1Akad ljarah

ljarah yaitu akad pemi ng dan/atau jasa melalui

diikuti dengan pe atas barangnya sendiri.
sewa atas
Dalam if pe syariah, ijarah diartika : ndahan hak
guna at ) melalui pembayaran u uti dengan

tas barang sendiri.Dalz ij pegadaian

syariah jaya sewa atas penyi inan milik

HEALAGD
d0.wOIL
PEOBX-0>0
0. A 08+00 B &P OMH IR T #ORO B2 D $40 I < VolE XD

el R N>R AO0LAEAE @O DLUD < ¢ X +cO[D2 @

°Nurul Huda dan Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam, Cet. Il (Jakarta: Kencana Prenada
Group, 2013), h. 279.
Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 96.
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OURYANLBBORBN O+ =c[JOO<HAEOCr O ¢ <HEma ORBr=>O0H
NEBONOGOAEA7M OB oo AP EAZIOAL RO HADORL S EO ¢
0 BAL RN,

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (p 18 kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu a - usahka mereka untuk

: nak)mu untukmu Maka
o Al 3 syawaral antara kamu
? litan Maka

206 RO ERIN 6 ¢ ) &2k 9
SERIR TE- LN ; 0.9 0O
® : e 300,

yrang dari ke ata: "Ya bapakku & ia sebagai
g bekerja (p guhnya oran paling baik
ulgmbil untu a) lalah orang ya t lagi dapat

B PAREPARE

a. Pihak yang menyewa.

b. Pihak yang menyewakan.

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 559.
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388.
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c. Benda yang diijarahkan.
d. Objek.*®
Syarat ijarah adalah:

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan

akad ijarah.
b. Manfaat yang s diketahui secara sempurna
sehingga tida erselisihan dike

erhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk

entuk jasa atau tenaga
entuk barang merupakal yan disewakan.

ilai."

ah harus jelas, tertentu

3. Ket menurut Kompilasi Hu ono (KHES)

anaan ijarah pasal 257-
menyelesaikan sua rah, pihak-pihak ya kukan akad

punyai kMﬂpEMREukum”

“Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”

Pasal 259:

BMardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012),
h.246.

4Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
Syariah, Cet. | (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 153-154.
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“Pithak menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampu-nya.”
Pasal 260:
(1) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah.

(2) Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad,

maka benda ijarahan dig dasarkan aturan umum dan kebiasaan.
Pasal 261:
“Jika salah satu s a akad itu batal.”

Pasal 262:

ditentu-kan
engalaman dan jujur.

ng disewakan, KHES ikan an sebagai

a yang halal bah.

dibenarkan

dikan objek

(1) Benda yang diijarahkan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagian-nya
yang ditetapkan dalam akad.
(2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarah ditetap-kan

dalam akad ijarah.
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(3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak
ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan
berdasarpkan kebiasaan.'®

4. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah

Pertama: Rukun dan Syarat lj

rupa pernyataan dari kedua

yang berkontrak ara verbal atau dalam

hak-piha berkontrak) : as pemberi

an Objek ljarah
Obijek ijarah adala
Manfaat bar

dalam kontrak.

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan

syariah.

5Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2016), h. 111-112.
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5.Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibat-kan
sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka

waktunya. Bisa jug nali dengan spesifikasi atau identifikasi
jikan dan dibayar nasabah
aat. Sesuatu yang dapat

adikan sewa
Pem sewa atau upah boleh b at lain) dari
jeni ma dengan objek kontr
Kel (flexibility) dalam me upah dapat

diw n dalam ukuran waktu, tem

ewajiban LK

Kewajiban ri faat barang a

a. Menyedia i an atau jasa

o Menafylly REPRRE

a. Membayar sewa atau 'upah dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan

(tidak materil).
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c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga buka karena kelalaian pihak
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab

atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu piha nenunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan naka penyelesaiannya dilakukan

\rbitrase Syariz idak tercapai kesepakatan

Secara i anj dikeluarkan

yang telah direncanakan diri maupun

in. Dalam arti sempi iayas akai untuk

ang dilakukan oleh le seperti bank

ya 17

undang-unda tahun 1998 yaan adalah

g atau tagi akan denga

kesepakatan antar an pihak lain yang

ntuk meMin) Em&rsebut se ngka waktu

16Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, Edisi
Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 266-267.

Y"Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304.
18Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 20020, h. 247.
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Pembiayaan adalah dana yang diberikan pihak lembaga keuangan kepada
nasabah dimana sebelumnya terjadi akad (perjanjian) kedua pihak tentang
kesepakatan pengembalian, jangka waktu dan bagi hasilnya.

1. Unsur-unsur Pembiayaan

a) Lembaga keuangan, yaitu ikan pembiayaan kepada nasabah.

b) Mitra usaha, pih

c) Kepercayaan cayaan kepada nasabah

suai dengan

d) i lembaga

e) kerugian yang akan ti ang disalur-
ali.

f)J > yang diperlukan nasab kan dana.

)] 3 alas jasa atas dana yang disalurkan, maka membayar
' h tertentu sesuai de ng telah disepakati
2. Jen s Pembiayaa
" " PAREPARE
Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian

perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi

mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk

%1smail, Perbankan Syariah, Cet. | (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107-108.
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kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya
diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2)Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-

lamanya satu tahun. Keb ng dapat dibiayai dengan menggunakan

pembiayaan ma an bahan baku, biaya upah,
pembelian dana lain yang sifatnya

ng diperlukan

nasabah untuk membel k keperluan
ntuk keperluan usaha.

ari jangka waktunya.

viayaan jangk
biayaan jang rikan oleh b
biayai modal kerja yang mempunyai §

ahun danRMiEMLREiengan ke

ariah untuk

saha dalam

an nasabah.

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun.
Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi
dan konsumsi.

3)Pembiayaan jangka panjang
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Pembiayaan yang jangka wajtunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini
pada umunya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1) Sektor industri

Pembiayaan un ang mengubah bentuk dari bahan

baku menjadi barang menjadi barang lain

hasil sektor

rapa sektor jasa ya berikan kredit yait pendidikan,

rumah sap&ngEMR Enya misa tuk profesi,

5) Sektor perumahan
Diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk
pembangunan perumahan.

d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
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1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung
dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat

digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda

tidak berwujud.

2) Pembiayaan ta

percayaan. Pembiayaan

aman yang

saha dengan

kecil dan

A pengusaha

oy kol R E P A R E

ominal bear

dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi).°

3. Prinsip Pembiayaan

a)Character artinya sifat atau karakter nasabah.

21smail, Perbankan Syariah, h. 113-119.
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b)Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil.
c) Capital artinya besarnya modal yang diperlukan.

d) Collateral artinya jaminan yang diberikan nasabah kepada lembaga

keuangan.
e) Condition artinya ke

2.2.3 Teori Mekanism

1 urut Moen erangkaingalatykerjagyangy diguna-kan
erja, tujuan
isme adalah interaksi bagian lain
keseluruhan dalam me au kegiatan
ekonomi: Mekanisme ekono alah cara untuk

ujuan ekonomi te kesejahteraa masyarakat

amus Besar Baha a (KBBI): Mekan dalah dunia

memilikﬂ“a&mgaesin; bend mesin lebih
barkan teori
yang sesuai dengan gejala dan pripsip yang digunakan untuk menggambarkan

sistem kerja mesin tanpa bantuan kecerdasan penyebab atau juga prinsip kerja.??

ZArjuna, Pengertian Mekanisme Menurut para Ahli, blogspot.co.id/2018/pengertian-mekanisme-
menurut-para-ahli, (17 April 2018).

22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 895.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.2.4 Teori Penentuan Biaya Sewa
1. Konsep Penentuan Biaya Pemeliharaan pada Pegadaian Syariah

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk

merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan

pendapat para jumhur ul iharaan atau penyimpanan menjadi
tanggungan pengg a penggadai (rahin) masih
menjadi pemili
dalah biaya
digadaikan

an ditaksir

2 pembiayaan ar-rahn d i ditentukan

nilai taksiran barang iga (marhun).

ilai tinggi,

pedagaian selama barang miliknya masih dalam gadai (kredit) di kantor

ZBMasitoh, Konsep Penentuan Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Marhun Menurut Fatwa
DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas, blog. Repository.unisbha.ac.id, (02 Mei
2018).
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pegadaian.Sewa modal dihitung per 15 hari berdasarkan jumlah uang pinjaman
tanpa melihat taksiran barang jaminan yang menjadi agunan di pegadaian.
Adapun perhitungan sewa modalnya yaitu:

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Pinjaman x Presentase bun % per 15 hari)

b. KREASI (Kredit An

ditawarkan kepada
pembayaran
rbeda setiap
ihak pegadaian memb pelunasan
dari hari pertama pencai

225P Figh Muamalah
1. Pri tam

dasar mu yang

usia untuk
kad dalam
yang tanpa
batas, akan tetapi kebebasan yamg terbatas oleh aturan syara’ yang telah

ditetapkan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan ijtihat ulama.

24Syherna Ningsih, Perbandingan Sewa Modal Konvensional dengan Perhitungan Sewa Modal
Syariah PT Pegadaian Batam,blog. Repository.polibatam.ac.id (29 Juli 2018).

%Sahabat Pegadaian, Sistem Pembayaran dan Bunga di Pegadaian, blog. sahabatpegadaian.com, (02
Mei 2018).
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2. Prinsip Kedua:
Jadl cOlalaal) 8 da s 5l 8 Jaa V)

“Hukum dasar syarat-Syarat dalam muamalah adalah halal”

Memberikan kebebasan kepad at Islam untuk mengembangkan model

dalam muamalah, baik a nya. Umat Islam diberi kebebasan

untuk membuat ertransaksi, namun jangan
sampai kebeb pihak yang melakukan

aCam akKa 0 Jatam muamata yarat umum

ditetapkan
dalam kajian figih mua e per dari Al-
Sedangkan syarat khus ) dibuat dan

3.P iga:

J eu:m }
yan berbuat

konteks P*an EePNEEtu yang

snya tidak
kan sesuatu
yariat Islam,
karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.

4. Prinsip Keempat:

oAl
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“Larangan melakukan penipuan”
Dalam konteks muamalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi
itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisinan para pihak yang

bertransaksi. Larangan gharar dalam muamalah adalah untuk melindungi para

pihak yang melakukan mu

akad.

usus yang menggunakan transaksi atau

5. Prinsip Kelima:

L e

ambil secara
besar ada dua macam h. Pertama,
ual beli, yaitu tambahan atkan dalam
antara barang yang sa dan jumlah.

itu tambahan dal j atau barter

parang yang

Maysir dalam konteks ini adalah ‘tindakan spekulasi yang tidak menggunakan
dasar sama sekali. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan di
dalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini dapat

merugikan salah satu pihak.
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7. Prinsip Ketujuh: Jujur dan dapat dipercaya

Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para
pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan

keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Tanpa

adanya prinsip jujur da caya dalam berbisnis maka rentan

satu pihak.?®

alah jaminan g atas utang
barang jaminan terseb erada dalam
asaan (pemanfaatan) r

ahkan kepada murtahin;

menggadaika

rahn tasjily

b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan

kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi

%1mam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, h. 11-19.
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wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun
dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang
atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

c. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk

rahin harus dalam batas

haraan dan
sah
pemilikan atau sertifika i eh rahin;
saran biaya pemeliha nan barang
rhun tidak boleh dik h pinjaman
yang diberikan;

e tersebut
ban lainnya
ggung oleh

VIUI/111/2002

tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn

Tasjily berlaku.

Keempat: Ketentuan Penutup
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1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para
pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini u sejak tanggal ditetapkan dengan
dian hari ternyata terdapat

mpurnakan sebagaimana

tuk mengganti biaya, k ila dia tidak

tidak dilaksanakanny tidak tepat

n perikatan itu diseb al yang tak
t dipertanggungjawabkan k n tidak ada

padanya”.
ergantian biaya, , bila dalam n memaksa

2.2.8 Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

(Ta’widh)

Z’Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta:
Kencana, 2015), h. 199-201.
Bhttp://ocw.usu.ac.id (06 Desember 2018).
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MEMUTUSKAN
Pertama: Ketentuan Umum
a. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja

atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan

menimbulkan kerugian pada pik

. Kerugian yang dap

d. 2 i
i e dalam transaksi terse
i adi (potential loss) kar
( i I-furshah al-dha-i’ah).
e. gi ( ) hanya boleh dikenakan

Ikan utang p lam, istishna

ebagaimana dimaksud ayat 1

yang pasti

gian yang

yang hilang

buk
ya pe

akad) yang

murabahah

f. Da ad nudharaba rugi hanya bo enakan oleh

mal ataPsAhEtE PAdRTEnusyarak bila  bagian
id

a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak
(pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
b. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara

pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
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c. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.
d. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya
yang timbul akibat proses penyelesaian sengketa.

Ketiga: Penyelesaian perselisihan

Jika terjadi perselisihan (perseng i_antara para pihak, dan tidak tercapai

kesepakatan di antara me

is itu, atau

gakibatkan

angan, dengan

nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.%

http:/firaflp.files.wordpress.com/2014/05/fatwa-dsn-rugi-tawidh.pdf (21 Desember 2018).
30Hukum.unsrat.ac.id (31 Desember 2018).
SlEjournal.unsrat.ac.id (31 Desember 2018).
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2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 Akad ljarah

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Ind ia (KBBI)

Perjanjian (kontrak) dal an sewa menyewa. >

Menurut Istila ama berbeda-beda m ikan ijarah, antara lain

akad untuk

yang dapat

sud dengan

t-syarat.>®

32Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 518.
3Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 114.
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3. Menurut Peneliti

Akad ijarah adalah akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang

piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika tidak maka jaminan

tersebut akan menjadi milik ye
2.3.2 ARRUM BPKB
1. Pengertian
abiayaan bagi

gan prinsip

ah produk pembiaya i kan untuk
untuk pengembangan : nan BPKB

an fisik kendaraan digunakan membantu

2.3.3 Pe n Syariah

1. Me amus Besar Bahasa In a BBI)

barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; 2 barang yang diserahkan

sebagai tanggungan utang; 3 kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku

34Andri Soemitra, Bang dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 400.
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tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihenti-kan oleh salah
satu pihak yang bersangkutan.®

2. Menurut ulama mazhab

a) Menurut Syafi’iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual

sebagai jaminan utang dip gan harganyanya, bila yang berutang
tidak sanggup mem
b) Menurut Hal a dijadikan kepercayaan

‘‘‘‘‘ angstidak sanggup

diambil dari

dikan pengikat atas uta

h lembaga keuangan ya kan barang
ng ti bergerak sebagai an pinjaman

inan apabila injamannya

ahli ekonomi
Islam:

a) M. Akram Kan

%Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 403.
3%Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, h. 172.
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IlImu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan
hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam
atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b) Muhammad Abdul Manan

IImu ekonomi Islam a ngetahuan sosial yang mempelajari

masalah-masala iilhami oleh nilai-nilai Islam.

aya realisasi
daya yang
jaran Islam
ro ekonomi
n.37

d)
dibuat oleh

arakat yang

masyarakat

permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.38

2. Menurut peneliti

$"Mustafa Edwin Nasution dan Et Al, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. Ill,
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 16.

38Rachmat Soemitra dalam Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan
Pengadilan Agama, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5-6.
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Ilmu pengetahuan untuk melakukan kajian tentang kebahagian manusia melalui
pemanfaatan sumber daya yang ada dengan dilandasi hukum dalam konsep

Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Pegadaian Syariah ‘

ARRUM BPKB
w

Akad ljarah Biaya Pemeliharaan

Fatwa DSN MUI dan KUH Perdata Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/111/2008

F Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan bagan kerangka piker di atas penelitian ini dilakukan di pegadaian
syariah Pinrang pada produk pembiayaan ARRUM BPKB vyaitu fokus penelitian
terhadap akad ijarah dan biaya pemeliharaan yang akan dianalisis dengan hokum

ekonomi Islam berdasarkan fatwa DSN MUI dan KUH Perdata yang berkaitan
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dengan akad ijarah dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/111/2008 Tentang Rahn
Tasjily. Selain itu, juga menggunakan prinsip-prinsip dasar figh muamalah untuk
mengetahui sesuai atau tidak produk pembiayaan ARRUM BPKB dengan ketentuan

syariat Islam.

13l
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengg penelitian kualitatif karena peneliti ingin

memperoleh data yang seca ijarah pada produk pembiayaan
ARRUM BPKB di Pe i kualitatif adalah prosedur
penelitian yang data ari subjek yang diamati.
Data te nk tang subjek
yang di
Sedang litian ini adalah fenome well (1998)

pendeke menunda semua penil yang alami

sampai entu. Penundaan ini bia t epo gka waktu).

bedakan wilayah dat K)

peneliti sep epoch jadi  pus imana  peneliti
an dugaan awal te ena untuk mengert
i ; narasumber.*

katan fepnﬂoni Epﬂjﬁtdalam pe ini untuk

interpretasi

yusun dan

%9Saepuddin Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi,
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

“0Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya IImiah,
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 36.
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pemeliharaan (mu’nah) berdasarkan taksiran kendaraan dan adanya biaya asuransi
yang ditanggung oleh pemilik.
3.2 Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Penelitian ini akan dilakuka Syariah, JI. Sultan Hasanuddin No.
25, Kampung Jaya,

2. Waktu

3.3 Fok

an ARRUM
BPKB i Pinrang, penentuan bi iha erta analisis
hukum i Isla enai produk ini.
3.4 Jen yang Digunakan

ta-kata dan
tindaka hnya adalah ert M Sumber
data be dengan sum i ah maupun
internet PAREPARE

1. Dat

Yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang
memuat tentang informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini,

adapun informan penelitian terdiri dari staf pegadaian

41Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 169.
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2. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau
data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu artikel dan internet.*?

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan da itian ini adalah wawancara, studi

kepustakaan serta dok teknik ini maka akan lebih

pegadaian

ni menggunakan data i dokumen

ata-data arsip perusahaa

ata adalalptxs. ﬁnlprneﬁltEwaw.arfca atatan yang

han ingga dapat

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu kantor pegadaian

syariah di kota Pinrang dengan membawa surat izin secara formal karena

42Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. 11, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), h. 132.
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sebelumnya dari pihak pegadaian memberikan izin untuk melakukan suatu
penelitian. Kemudian menemui orang-orang yang sudah ditargetkan sebagai
informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode

dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

2. Reduksi Data

Data yang terkumpu epustakaan dan dokumentasi

kemudian digab memilih data ya

............. 2ngan yang
BPKB di

lisis hukum

sifat khusus

i, kemudian

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Pegadaian Syariah Pinrang

Pegadaian syariah Pinr n Sultan Hasanuddin memiliki

tempat strategis kare ang mudah dilihat oleh

masyarakat. Pegad h Pinrang mulai ber ada tahun 2009 dengan
mengel ia ian syariah
Pinrang g ‘ ada mudah dan
cepat d je berupa emas, barang raan. Salah
satu pr : RUM BPKB dimana p i di kkan untuk
nasaba i ngah yang kegiataan u ' berjalan 1
alasan  fisik

kendara at di i nya.

alu menjadi

masyarakat

Misi: 1. Memberikan pembiayaan va at, ah, aman dan sels emberikan
pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberi-kan

kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan
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diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama
masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam

rangka optimalisasi su a.perusahaan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Organisasi merupaka anusia yang kerjasama

ya mencapai tujuan.

merupakan suatu orga berapa kali

memiliki struktur org kan dengan

ngan perusahaan.

13l
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Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Pinrang

Pimpinan Cabang

Pengelola UPS

Penaksir

Burhanuddin®®

4Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.

Security
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4.2 Ketentuan Akad ljarah dalam Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian

Syariah Pinrang
1. Jumlah pinjaman dan Tujuan

Jumlah pinjaman merupakan pinjaman dana yang diberikan pihak pegadaian

kepada nasabah. Jumlah n tergantung dengan taksiran nilai

kendaraan, minim ihak pegadaian yaitu 70%

uamalah “larangan b i ana dalam

man di pegadaian sy sarkan pada

n kondisi usaha d itu juga

rga pasar setempat. Kondisi usaha aruslah baik
pemasukan karen pai nasabah tida membayar

pinjaman set k ri itu perlu seimbangan

berdasarkan

alal, kecuali

ada dalil yang mengharamkannya” dalam prinsip ini diperbolehkan
mengembangkan model transaksi dalam muamalah selama tidak melanggar
ketentuan syariat Islam. Pegadaian syariah mengembangkan produk berbasis

syariah dengan tujuan untuk membantu pengusaha mikro kecil dalam
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2. Jangka Waktu

mengembangkan usahayaitu  produk pembiayaan ARRUM BPKB yang
menyimpan BPKB saja, sedangkan fisik kendaraan digunakan oleh nasabah
untuk membantu proses usaha. Tetapi kendaraan ditangan nasabah harus selalu

aman dan terpelihara.

Jangka waktu dari pe aitu 12 bulan, 18 bulan, 24

bulan dan 36 b asabah diberi pi a waktu sesuai dengan

rugi jika a

ala dokumen yang diter

jaminan hilang, musna luar kuasa
mencegahnya, maka aman akan

ada s rjadinya resiko.
uan jangka prinsip ked muamalah
asar syarat-s lah adalah halal” ahan syarat-
entu dalam suatu pe erbolehkan tetapi h suai dengan
am termBJA;nnErnhn\Eu dalam perjanjian.
g g fleksibel

dan jika sewaktu-waktu nasabah ingin melunasi pinjamannya maka hal tersebut
diperbolehkan oleh pihak pegadaian. Selain itu, jangka waktu dipilih sendiri oleh

nasabah.
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Jangka waktu pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah Pinrang di
bawah 5 tahun karena pembiayaan dalam pegadaian dikhususkan untuk usaha
mikro kecil untuk menghindari resiko terjadinya angsuran menunggak. Marhun

jika rusak berat maka perjanjian akan berakhir namun agar pihak pegadaian

tidak mengalami kerugian, ma hun (kendaraan) ditanggung oleh pihak

asuransi yang sebelu dibayarkan oleh nasabah pada

ilakukan sekali.

bisa berubah kapan sa i ian dan hal

itu anjang tidak melebihi anjikan dan

a meminta persetujuan da nasabah.

tarif akan diberitahukan kepada na an berlaku

membayar a dijelaskan
ha Resgia M
kontrak biaya apat berubah ka a tetapi di
an syariah Pinrang_tari i mu’ u biaya | araan tidak
oritan 10 R EE 1P AR E
MUT No.
p kelima figh

muamalah “Larangan riba” untuk ‘menghindari riba maka penentuanbesarnya

biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan dengan jumlah pinjaman tetapi sesuai

#“Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (150ktober 2018).
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dengan pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad
ijarah.Penentuan besarnya biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran
kendaraan karena tidak dapat menggunakan jumlah pinjaman. Ketentuan ini juga
diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014Tentang Rahn yang di

dalamnya menyatakan bahw.

a biaya pemeliharaan tidak boleh

meliharaan,

c) L bi timbul untuk memeliha i arhun, dan

penjual/eksekusi ma pelunasan

pemblayaan

Ke biaya- blah RT‘EBIAFR)EBPKB se lam prinsip

kel benambahan
yang diberikan atas pinjaman po tidak diperbolehkan (haram) dan dapat
merugikan salah satu pihak apalagi jika diambil secara batil. Dalam pembiayaan

ARRUM BPKB ada beberapa biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah pada

4Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (150ktober 2018).
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awal pembiayaan dan hanya dibayar sekali kecuali angsuran pokok dan biaya
pemeliharaan. Angsuran pokok dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan
jangka waktu serta besarnya biaya pemeliharaan sudah ditentukan di awal

pembiayaan berdasarkan nilai taksiran kendaraan dan persen yang sudah

ditentukan dari kantor pusat peg jadi tidak mengandung riba.

Pada poin C di emelihara atau melindungi

marhun harus di asabah karena odel dari pembiayaan ini

rahkan barang milikn an tan barang

enuh, tidak a ak lain yang

ng lain, apﬁlﬁrgt erAWE’ug diperol ra tidak sah

turun maka
nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan
nilai jaminan atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan
tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang nasabah kepada pihak

pegadaian.Marhun juga diikat secara fidusia dengan menggunakan akta jaminan
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fidusia dalam hal ini pihak pegadaian bekerja sama dengan Jamkrindo.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resgia Masykur:

“Hal yang dapat menyebabkan nilai marhun menjadi turun yaitu tahun
kendaraan dan kondisi kendaraan. Karena tahun dan kondisi kendaraan sangat
berpengaruh jika terjadi pelelangan, yang menentukan besar kecilnya harga
jual. Kami juga bekerja sama dengan pihak asuransi agar jika terjadi angsuran
menunggak ataupun force ma (bencana alam) maka akan ditanggung
pihak asuransi yaitu Jamkri engan prosedur.”*®

Ketentuan jaminan pe pada prinsip keempat figh

muamalah “Lara lakjelasan objek transaksi
‘‘‘‘‘ Nguunsursbahayasdan resiko serta
RUM BPKB

kas lainnya

ng mengajukan pinjam a harus ada

harus dicek

an akad, hal

atau bukti kuasa. Surat

nya oleh pihak pegadai

menghindari segala macam resi

jaman yang

6. Pemeliharaan Marhun

% Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (15 Oktober 2018).
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Marhun di bawah penguasaan nasabah wajib dalam kondisi aman, terpelihara
dengan baik dan nasabah bertanggung jawab atas segala kerusakan dan
kehilangan selama jangka waktu pinjaman. Pihak pegadaian akan melakukan

pemeriksaan tentang kondisi marhun dan hal itu dapat dilakukan dan tindakan

tersebut bukanlah merupak. aran nama baik, perbuatan tidak

menyenangkan ataup hukum. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh

) akan memperhatikan

“Pada saat
‘ dan kondisi

dan tidak melakukan membayar
ka mengingat Undang- ahun 1999

, pihak pegadaian akan
dari eliharaan marhun telah diatur Fa MUI No.
Ul1/111/2008 erdasarkan p etujuh figh
“jujur dan da w ‘ nakan oleh
ntuk pengembanga kan selama
pegadaian
perjanjian,

marhun dapat digunakan ke luar kota untuk keperluan nasabah tetapi keadaan

marhun harus selalu aman dan terpelihara. Jika terjadi kelalaian sebagaimana

dalam akad perjanjian maka nasabah akan dipidanakan.

47Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (15 Oktober 2018).
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Agar tujuan dari suatu perjanjian/kesepakatan tercapai maka kejujuran dan
kepercayaan masing-masing pihak sangat berpengaruh dalam proses transaksi
yang dilakukan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau agar tidak terjadi

penipuan.

7. Pembayaran

Pembayaran pokok pi dilakukan secara angsuran

yang besar dan

ditetapkan setiap bu pihak pegadaian. Apabila

an dilakukan

pkan maka

ta’widh. Sebagaiman eh Annisha

anggal jatuh tempo ya leh nasabah
r angsuran tepat waktu,

elumnya.”*

pembayaran i ngka waktu

n dan besarn kan. Selain

| jatuh temp : ana setiap

Pihak pegadaian memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran yaitu

bisa secara offline atau online. Jika nasabah tidak ingin ke kantor pegadaian

untuk membayar secara langsung maka pembayaran dapat dilakukan di ATM

“Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang,
wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).
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terdekat. Pembayaran secara offline dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi

kuasa oleh nasabah untuk membayar angsuran.
8. Ta’widh (Ganti Rugi)

Ganti rugi (ta’widh) yaitu Apabila nasabah tidak membayar angsuran

sampai dengan tanggal ya pegadaian setiap bulannya, maka
akan dikenakan t ian riil pihak pegadaian.
Ta’widh ini di angsuran dan mu’nah.

ati nasabah
kami tidak

43/DSN-

yang masih diperkirakan akan terjadi dan tata cara pembayarannya dilakukan

sesuai dengan kesepakatan para pihak.

9. Cidera Janji

“Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang,
wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).
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Dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah
melakukan tindakan:
a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali

berturut-turut.

b) Sampai dengan tanggal j empo tidak melaksanakan pembayaran
pelunasan.

c) Tidak meme ajiban-kewajiba melanggar ketentuan di

dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau

atas, maka

hun tersebut dalam ke engan tanpa
hak pegadaian untuk pel

anji berdasarkan pasal . yaitu jika

emenuhi kewajiban-kewaji ar ketentuan
ditetapkan d

pegadaian at peringatan kep sabah yang

angsuran p

mun nasapnanrp/ﬂLR E<a diangg

t peringatan yang ketiga

ra janji dan

un nasabah
tidak membayar lunas pinjaman ‘maka akan dianggap cidera janji karena
melanggar ketentuan dalam akad perjanjian. Dan jika nasabah terbukti tidak

memenuhi dan melanggar ketentuan dalam akad perjanjian secara sengaja maka
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wajib menyerahkan marhun untuk pelunasan hutang dengan jalan lelang agar
dapat menutupi hutang nasabah.

10. Larangan

Nasabah dilarang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau

dengan cara apapun men eterangan yang tidak benar atau

menyesatkan yang kerugian pihak pegadaian.
Apabila terjadi : perhak untuk mengakhiri

ruh pokok

[ insip k hm “Larangan
ling)” tindakan yang n enipuan dan
pihak dan pihak yang alam proses
bolehkan dalam syariat jika terjadi

t merugikan pihak pegadaian a nas Dertanggung

hak pegadaia

ka dalam akad pe jika terjadi

menyebabkan pi lan dirugikan mak

dan nasMR EIB)A atEkerugian

anjian akan

dialami dan
iharaan dan
ta’widh (ganti rugi) jika ada.

11. Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara,

yang mengakibatkan objek yang dijadikan marhun musnah/rusak berat, hilang,
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para pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing,
kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum
terjadinya terjadinya peristiwa force majeur sebagaimana tercantum dalam

akad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resgia Masykur bahwa:

“Kalau terjadi force majeur
berkas yang harus dima
yang dlkumpulka
itulah yang dig

I ditanggung oleh asuransi tanpa adanya
h dahulu oleh nasabah karena berkas
an pembiayaan ARRUM BPKB

Ketentuan for perdasarkan pasa 245 KUHPt berdasarkan
jadi bencana
yang akan

Jo. Nasabah

elah melakukan kesep d perjanjian

ur seperti banjir, gemp Angin topan,

kendaraan

uru hara yang menye

at atau hilang maka yang aka

dalah pihak

karena ada pihak asuransi yang akan menanggung. Jadi dalam hal ini nasabah
tidak akan terbebani dengan angsuran dan pihak pegadaian pun tidak

mengalami kerugian.

%0Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang,

wawancara oleh penulis, (15 Oktober 2018).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



12. Eksekusi

Pihak pegadaian mempunyai hak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya
dan nasabah wajib menyerahkan secara sukarela tanpa syarat dan memberikan

kuasa pihak pegadaian untuk menjual marhun apabila dinyatakan cedera janji

atau diperkirakan tidak a i untuk memenuhi ketentuan atau

kewajiban dalam a in namun tidak terbatas jika

karena nasaba al dunia, dijatuh pidana dan dinyatakan
husus yang
substitusi,
jualan marhun di depa ta cara dan
anggap baik atau mela j ah tangan,

juan nasabah.
an marhun digunakan untuk membayar sisa pokok
(hutang) d kepada pi jadaian dan
ya yang ti I S jualan marh vabila hasil
tersebut masih terda g kelebihan, maka i kewajiban

2gadaian ntA RDE’B“ RrE kelebiha but kepada

penjualan

marhun, nasabah tidak meng il kelebihan tersebut maka nasabah
menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Dana Kebajikan

Umat.
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Jika hasil penjualan marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang
nasabah, maka pihak pegadaian dapat menagih kekurangan hutang dan
menutup kekurangan hutang tersebut, nasabah wajib membayar dengan cara

memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang

senilai untuk dilakukan penj una membayar kekurangan tersebut.

Sebagaimana yang dij ia Masykur:

“Eksekusi ter
setelah dilak
yang telah di

nasabah tidak membayar

tetap tidak
suai dengan
sabah maka

abah wajib

n agar para
akan dilelang
dan proses dari pelelangan tersebut. Lelang dilakukan agar pihak pemberi

pinjaman tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan.

5LAnnisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (15 Oktober 2018).
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13. Masa Berlaku

Akad pinjaman mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan
berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban nasabah.Apabila salah satu pihak

hendak mengakhiri akad sebelum jatuh waktu yang telah ditentukan, maka

pihak yang hendak mengak ajib memberitahukan terlebih dahulu

kepada pihak lainny egera melaksanakan hak dan

kewajibannya.

aktu pinjaman tidak
sabah belum melakuka

ole nisha Resgia Masykur:

. Bilamana
pelunasan
kewajiban

pegadaian
waktu yang
dipilih oleh nasabah, tetapi jika'dikemudian hari nasabah ingin melakukan

pelunasana sebelum jangka waktu selesai hal tersebut diperbolehkan dengan

52Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (15 Oktober 2018).
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syarat membayar semua sisa angsuran beserta mu’nah (biaya pemeliharaan)

dan ta’widh (ganti rugi) jika ada.

Jika usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan dianggap tidak mampu

lagi membayar angsuran setiap. bulannya maka pihak pegadaian berhak

mengakhiri akad perjanji ihak dan menyita marhun sebagai

pelunasan sisa pinj
14. Penyelesaian P

diselesaikan

Jari masing-

gka 30 (tiga

maka dllym RPEFi/n atau Arb

Jika kedua
pihak benar-benar tidak ingin berdamai maka baru permasalahan dilakukan di
Pengadilan Agama atau Arbitrase. Biasanya batas waktu yang diberikan yaitu
30 hari kerja untuk melakukan musyawarah.

15. Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain
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Nasabah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada pihak
pegadaian untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan pihak
pegadaian terhadap nasabah berikut semua janji-janji accesoiy-nya, termasuk

hak-hak atas marhun kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pihak pegadaian .

Apabila pihak pegadain melak enyerahan piutang (cessie) kepada pihak

lain sebagaimana din tidak wajib memberitahukan

nasabah, dan jik ebagai pemberi pinjaman

 pengalihan

kewajiban

erdasarkan pasal 613 penyerahan

lain diperbolehkan deng ta. Nasabah

nakan kewajiban membaya . pihak lain

i akad perj ajiban atau

yang akan

asabah dan

han piutang

Berdasarkan akad perjanjian ARRUM BPKB di atas sesuai dengan ketentuan
dari teori akad ijarah yaitu:

1. Pihak Pegadaian sebagai pihak pertama

53Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.
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2. Nasabah sebagai pihak kedua

3. Kendaraan sebagai objek tetapi BPKB sebagai jaminan

4. Shigat(ljab dan gabul) yaitu akad perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua
pihak.

4.3 Penentuan Biaya Pemelihara oduk Pembiayaan ARRUM BPKB di

Pegadaian Syariah Pin
4.3.1 ARRUM BPKB

*********** saha mikro

insip syariah yang adil esuai Fatwa

layani di lebih dari 600

uran dapat dilakukan di seluruh ot

aan berjang i dari 12, 18

pat dilunasi s

an Syariah mengena pemeliharaan (Mu’ ng menarik

PAREPARE

g) Pegadaian hanya menyimpal PKB, kendaraan tetap dapat digunakan
nasabah.>* Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resgia Masykur

bahwa:

54Brosur Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Pinrang.
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“Kendaraan masih dapat digunakan nasabah untuk membantu dalam proses
mengembangkan usahanya karena beberapa nasabah mempunyai usaha jual
campuran dan sangat membutuhkan kendaraan. Untuk menghindari resiko
maka sebelumnya kendaraan harus diasuransikan terlebih dahulu.”®

2. Persyaratan

a) Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu)

tahun atau lebih. Sebagaim ijelaskan oleh Annisha Resgia Masykur

“Untuk menj ada beberapa persyaratan
i saha salah satu pihak
ah berjalan 1 tahun atau
u tidak dan

inkan milik sendiri.
lampirkan:
mi istri dan pas foto wa

ah/surat keterangan nika

55 Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (13 September 2018).
% Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (13 September 2018).
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9) Fotocopy BPKB, Faktur, STNK dan pajak (Harus lunas). Sebagaimana

pernyataan oleh Annisha Resgia Masykur:

“Calon nasabah juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti
fotocopy KTP, fotocopy KK, BPKB, fotocopy STNK dan faktur pembelian
serta surat keterangan usaha dimana sudah berjalan 1 tahun dan berkas lain
seperti pembayaran pajak. Jika.dokumen sudah terpenuhi maka selanjutnya
dilakukan survei usaha.”’

Berdasarkan hal di at inrang dalam produk ARRUM
BPKB memiliki ik minat nasabah untuk
mengambil pi

ntuk usahanya. Pih ian hanya menyimpan

rapa berkas
sulit diperoleh nasaba as identitas

pajak.

3. Pro iayaan A selanjutnya dilakukan
de
si formulir ap M.

pirlfan dﬁjxnnaE pln,ﬂ'tEiokumen ng lainnya

d) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta

menaksir agunan.

5 Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (13 September 2018).
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f) Penandatangan akad pembiayaan.
g) Pencairan pembiayaan.>®
Untuk melengkapi persyaratan menjadi nasabah pembiayaan ARRUM BPKB

maka harus melakukan penilaian dengan aspek 5C sesuai dengan teori prinsip

pembiayaan:

1. Character, pihak pegadai ifat atau karakter dari nasabah.

2. Capacity, menilai n nasabah lankan usahanya dengan

bah yang sudah berjala

i kendaraan

roduk ini yaitu untuk ha nasabah

kan hanya BPKB kenda

dari nasabah mengenai

meliharaan

1. Penaksiran Kendaraan
Penaksiran kendaraan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a) Kendaraan dalam kondisi yang bagus.

%8Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 401-402.
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b) Umur kendaraan roda dua (motor) maksimal 5 tahun dan kendaraan roda
empat (mobil) maksimal 10 tahun.
c) Antara kondisi kendaraan dan usaha harus seimbang. Sebagaimana

pernyataan oleh Annisha Resgia Masykur:

“Hal-hal yang harus dilak
kendaraan harus bagus m
motor 5 tahun dan_h
usahanya bagu
taksiran kend

tlka menaksir kendaraan yaitu kondisi

0, maksimal mobil usia 10 tahun dan
a. kendaraan dan usaha walaupun
or tetap disesuaikan dengan
dapat dikeluarkan terlalu

d) Penaksir-menentukan L N

ei us
asar a Pasar Setempat (HPS dijelas-kan

Anni ia Masykur:

siran harus memperhati iSi ke n dan usaha
harus seimbang karena tidak pembiayaan
n tidak bisa terlalu banyak, al pe an nasabah

enen
ara k
g di

ng mengalami. penurunan maka. untuk nga terjadinya
suran menunggak ip yang dibe dak terlalu
yak.”

tuk menentukan : : daraan ha bih dahulu
ihat di internet men | Harga Pasar Sete PS) untuk
ghindari kesalaha an dengan memper merek dari
daraan kemudian disesuaikan dengan HPS dan kon daraan.”®

- - -

jaman sanoat terganturd dengan nilai taksiran ken

dan kondisi

tinggi dan
keadaan usaha juga baik maka pinjaman yang diberikan akan tinggi pula,

sebaliknya jika salah satu dari kendaraan atau keadaan usaha tidak baik maka

5%Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (2 Oktober 2018).
%0 Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (2 Oktober 2018).
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pinjaman yang diberikan akan rendah, harus ada keseimbangan antara kendaraan
dan kondisi usaha.
2. Jaminan BPKB

Karena dalam produk ARRUM BPKB pihak Pegadaian hanya menyimpan

BPKB kendaraan saja maka hatikan beberapa hal terhadap BPKB

kendaraan calon nasab
a) Cek keaslian

rangka dan nomor arus sesuai pada fisik

ur:

endaraa asaba dice >bih dahulu

keabsahannya yaitu d engh pihak yang
si), kemudian mencoco mor dan nomor
araan agar tidak terjadi ipua

melalui Asuransi Kred ndo. imana yang

isha Resqgia Masykur:

kendaraan
pegadaian
kredit yaitu

tuk hindari resiko yang mung rjadi
abah "harus diasuransikan setelah_akad perjanjia
sudah bekerja sa enge satu pihak as
krindo. Apabila nasa | 1 in engalami t
tidak ada penyelesaia nembaya bisa diklaim
ngenai pembayse _vang dilak nasabah pa
ya dilakukan "pada ] airan pinjaman,
ntukan dari sistem Jamkrindo dan bisa berubah-ube

nkrindo awalnva .hr: [0 = Il?l hallll;ul DANdan K 1N KOperaSl

dan tugas dalam mengembangkan‘koperasi melalui kegiatan Penjamin Kredit.

8lAnnisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (2 Oktober 2018).
82Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (2 Oktober 2018).
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Pemerintah memperluas jangkauan usaha tidak hanya di koperasi tetapi juga
meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 menjadi Perusahaan Umum

(Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang tidak lagi memberikan

pinjaman langsung kepada UN elalui pola bagi hasil, tetapi hanya
terfokus pada bisnis penj

Penjamin

iayaan . pembiayaan
enerima jaminan kepad a Mikro dan
odal kerja dan/atau inv peningkatan
a terjamin, yang jumla

uan kredit/pembiayaan mi

Adalah sanksi yang bersifat non' material atau administrasi, sanksi ini dapat

berupa mutasi atau penurunan pangkat.

S3\Www. Jamkrindo.co.id/sejarah, (09 Oktober 2018).
#4Bumn.go.id/Jamkrindo/berita/58, (09 Oktober 2018).
SS\Www. Jamkrindo.co.id/syariah, (09 Oktober 2018).
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b) Sanksi tuntutan ganti rugi
Adalah sanksi yang bersifat material dimana Ahli taksir yang melakukan
kesalahan penaksir harus menanggung kerugian yang telah dilakukannya.®®

Di pegadaian syariah Pinrang mempunyai ahli taksir yang berpengalaman

khusus dalam melakukan pen 1._barang-barang yang ingin digadaikan.
Ahli taksir menentukan ai dengan Harga Pasar Setempat
(HPS).
Penaksiran juga dilakt an kondisi fisik kendaraan dan

yetul karena

da pihak yang merasa

harus di bawah Harga P mengurangi

ugian yang mungkin ter i.

i kesalahan penaksiran i daian akan

an sanksi ya

0,9 % x Nilai Taksiran Kendaraan

%Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.
5’Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resgia Masykur:

“Kalau itu sudah ditentukan dari kantor pusat yaitu 0,9 % x Taksiran jadi kita
tinggal mengikuti saja. Ada kesalahan pada brosur karena menggunakan 0,7 %
padahal itu persen yang lama.”

Sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/I11/2008 tentang Rahn

Tasjily besarnya biaya pemeliharaan ARRUM BPKB ditentukan berdasarkan

akad ijarah dalam akad ini iaya pemeliharaan menggunakan
taksiran kendaraan ya dari resiko.

Besarnya biaya pe kendaraan jadi setiap
baik maka
inggi pula,
dah. Hal ini
ari resiko kerugian

na kelalaian nasabah.Se

ami telah ses an Fatwa Ul yaitu me

karena untu selain itu pegadaian
l yang men an sebagai ukan biaya
gadai.”®

PA H”EP‘AR RE™

Uang pinjaman Rp. 12.000.000

Jangka waktu 24 bulan

%Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (13 September 2018).

%Annisha Resgia Masykur, Pengelola Unit, Jalan Sultan Hasanuddin, kota pinrang, wawancara oleh
penulis, (15 Oktober 2018).
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Angsuran pokok (Uang pinjaman :
Jangka Waktu)
(12.000.000 : 24)

Rp. 500.000

Mu’nah perbulan (0,9 % x Taksiran
kendaraan)
(0,9 % x 15.000.000)

Jumlah Angsuran

Tabel 3

Jadi, a

beserta

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dan hasil penelitian yang

dilakukan peneliti dalam BAB 1V, simpulannya sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan akad ija M BPKB meliputi:
1. Jumlah pinjaman ¢
pegadaian kepada
an minimal
ari produk

engembangkan usaha.

n ini yaitu, 12, 18, 2 ina nasabah

k memilih jangka waktu p aan

i dan selama harus meme
epakatan.
3.Ta ah (biaya pe

tetapkan betdasarkan hilai faksiran kendaraan dan

suai dengan

2wajibannya

dari kantor

k pinjaman

4. Biaya-biaya
Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selain angsuran pokok dan
biaya pemeliharaan yang wajib dibayar selama jangka waktu dan beberapa biaya

tambahan yang dikenakan sekali pihak pegadaian untuk nasabah.
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5. Jaminan pelunasan pinjaman
Jaminan yang diberikan nasabah untuk pihak pegadaian harus milik sah dari
nasabah dengan memperlihatkan bukti yang mendukung dan jaminan tersebut

tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain, bukan objek sengketa dan tidak

dalam sitaan.
Jika dikemudian atakan nilai jaminan turun maka
gan nilai jaminan atau

tambahan yang nilainya

unakan nasabah untuk saha maka

selalu aman, terpeliha jawab atas

timbul selama jangka

lalaian nasabah maka na waji

pelunasan p n juga melak emeriksaan
dap kondisi
7. Pe AN

an angswp A nmamEIakukan - engangsur

ditetapkan

a pembayaran
dilakukan di hari sebelumnya. Jika pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo
maka akan dikenakan ta’widh (ganti rugi).

8. Ta’widh (ganti rugi)
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Jika nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo
maka akan dikenakan ta’widh yang besarnya sesuai dengan kerugian riil yang
dialami oleh pihak pegadaian.

9. Cidera janji

Nasabah dinyatakan cidera janji elanggar kesepakatan yang ada dalam
akad perjanjian dan waji

baik.

alam keadaan terawatt dengan

10. Larangan
mengubabh,
)enar  yang
bagi pihak pegadaia i : aka pihak

gakhiri akad dan nasab kewajiban-
11.

ji di bencana alam d lam keadaan musn k berat atau

e PAREPARE

memenuhi
perhak untuk
menyita, menarik di bawah kuasanya dan nasabah wajib menyerahkan secara
sukarela untuk dieksekusi.Dalam hal eksekusi, nasabah memberikan kuasa
kepada pihak pegadaian.Hasil penjualan dari eksekusi marhun digunakan untuk

membayar sisa pokok pinjaman dan jika hasil penjualan melebihi sisa pokok
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pinjaman, maka harus dikembalikan ke nasabah dan jika hasil penjualan tidak
cukup untuk membayar sisa pokok pinjaman, maka nasabah wajib membayar.
Dengan cara membayar tunai atau dengan memberikan barang berharga yang

senilai dengan kekurangan sisa pokok pinjaman.

13. Masa berlaku
Masa berlaku akad se ang dipilih oleh nasabah sejak

awal ditanda ad perjanjian @ berakhir sampai terjadi

pelunasan pinjame i engakhiri akad dengan sepihak

14.

an dikemudian hari m n dilakukan

n apabila dalam waktu arah tidak

pihak sepakat untuk ika selisihan  di

BerdaS KC a d a \ C dld KCElE a dKd dl d dalam a.ka.d

perjanjian ARRUM BPKB telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
5.1.2  Biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan nilai taksiran kendaraan karena
untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka pihak

pegadaian menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran
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kendaraan jika nilai taksiran tinggi maka resikonya akan tinggi sebaliknya
jika nilai taksiran rendah maka resikonya akan rendah pula. Selain itu hanya
pegadaian konvensional yang menggunakan jumlah pinjaman untuk

menentukan besarnya biaya sewa dari objek gadai.

5.1.3 Hukum ekonomi Islam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-

MUI/111/2008 Tent enentuan biaya pemeliharaan

pada produk KB berdasa ijarah telah sesuai dengan

ian syariah

bangkan produk-prod kebutuhan
rbasis syariah.
522 riah Pinrang harus me gka k ARRUM
membantu nasabah yang ikro untuk
atkan taraf h
5.2.3 kan sosialisasi at ur 'terhadap masya saha mikro
mengenai p atau proc nnya guna
atkan miP i nlErPnR E
524 ] oduk yang
dari produk

tersebut.
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PEDOMAN WAWANCARA
Ketentuan akad ijarah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB di
pegadaian syariah Pinrang ?

Ketentuan-ketentuan dari akad perjanjian ARRUM BPKB ?

Proses memperoleh pembi UM BPKB ?
Cara menentukan bi RRUM BPKB ?
M BPKB menurut hukum

ekonomi Isl

PAREPARE
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Lampiran
Hal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : JL, Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ® (0421)21307 R (0421) 24404 :
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

: B \$20  /In.39/PP.00.9/08/2018

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Daerah KAB. PINRANG
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr, Wh.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE :

Nama : YULIANA

Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 19 Nopember 1996

NIM : 14.2300.113

Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Alamat : DESA MANARANG, KEC.MATTIRO BULU, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

" AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN
SYARIAH PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM )"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2\ Agustus 2018
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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Bintang No. Telp. (0421 ) 923058 - 922914
PINRANG CRE )

Pinrang, 24 Agustus 2018

Nomor . 070/ {}/2 /Kemasy. Kepada
Lampiran . . Yth,  Kepala Pegadaian Syariah Pinrang
Perihal :  Rekomendasi Penelitian, di-

Tempat.

Berdasarkan  Surat Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Nomor: B.1570/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Izin
Melaksanakan Penelitian,untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara

bahwa:
Nama . YULIANA
NIM : 14.2300.113
Pekerjaan/Prog. Studi - Mabhasiswi/Syari’ah dan Ekonomi Islam
Alamat . Desa Manarang Kec.Mattiro Bulu
Kab Pinrang
Telepon : 085396403379

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam
rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul “4KAD 1JARAH DALAM PRODUK

(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)” yang pelaksanaannya pada
tanggal 27 Agustus s/d 27 September 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau
merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan
wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui
dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.
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Dandim 1404 Pinrang di Pinrang,

olres Pinrang di Pinrang, ' e
E:gala Kantor Igementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang;

iti .Finrang di Pinrang;
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Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama b i
Nomor KTP O S .
Pekerjaan RN T i .
Alamat e

adalah Suami / Istri dari :

Nama

Nomor KTP :
Pekerjaan :
Alamat

.....

dengan ini saya menyatakan persetujuannya untuk menjaminkan mobil / sepeda

motor atas nama tuk menda - :
(P )Camsoyaun patkan kredit di Kantor Cabang PT Pegadaian

Adapun spesifikasi kendaraannya sebagai berikut :

S
W% sw we wh ww o we o we e
“







Pe adaian

RRUM iz

“Jika kamu dalam perjalanan
(dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu
tidak  memperoleh  seorang
enulis, maka hend h
Syariah merupakan solusi pembiayaan bnremg tanggungan ;anagmgipegggg
atau pengembangan  usaha mikro (oleh yang berpiutang)...”

berprinsip syariah yang mudah dengan QS Al-Bagaroh (2:283)

jaminan BPKB kendaraan Anda.

Memiliki bisnis yang berkem-
bang merupakan impian dari
setiap pengusaha mikro.

ARRUM BPKB dari Pegadaian

Berdasarkan Fatwa MUI
92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, Berkaht Hasrlnya

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor P‘;Z%t L o o m Pe
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta pusat - 1 Q’( | gada'an
.co.id Syaitai
WM‘NM

T+62213155550  www.pegadaa"”
«—-dk
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